
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

89 
 

      BAB V  

                                                                        PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tentang kebijakan penerapan peraturan daerah Nomor 05 Tahun 

2009 tentang penebangan kayu rakyat dan tata usaha kayu rakyat di Kabupaten Mojokerto. Maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Sebagai sebuah sumberdaya, hutan rakyat memberikan banyak manfaat terhadap 

pemiliknya, baik manfaat secara ekologis maupun secara ekonomis, baik secara material 

maupun immaterial. Dengan adanya perda ini dianggap bahwa masyarakat akan lebih 

memahami  adanya peraturan daerah dan tujuan adanya peraturan ini adalah agar 

mayarakat dapat membedakan antara kayu rakyat dengan kayu hutan, Meningkatkan rasa 

aman masyarakat Menciptakan tata usaha perkayuan yang tertib, lancar, efisien dan 

bertanggung jawab Untuk pengendalian penebangan kayu. Dalam rangka memperoleh 

manfaat optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada 

prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap 

memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah 

fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi 

pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga 

keberlangsungan fungsi pokok hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi 

hutan dan lahan yang bertujuan selain menggembalikan kualitas hutan juga meningkatkan 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat 
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, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga 

fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam 

pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk manjaga kualitas lingkungan maka di dalam 

pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang 

masih produktif menjadi hutan tanaman.  

2. Tata usaha kayu rakyat adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan, penerbitan 

dokumen dan pelaporan yang meliputi kegiatan penebangan, pengukuran, pengangkutan 

dan peredaran hasil kayu rakyat. Mayarakat di Kabupaten Mojokerto mayoritas sebagai 

petani, namun, beberapa industri besar adalah industri meubel yang bahan bakunya 

diambil dari hutan produksi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Masyarakat menggunakan 

fasilitas yang diberikan oleh perhutani dengan dimudahkan dalam pembuatan 

perizinannya, sehingga masyarakat yang dulu enggan mengurus surat perizinan sekarang 

menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka sebagai masyarakat yang baik dengan 

mematuhi aturan yang berlaku, berbeda dengan jaman dahulu, masyarakat belum sadar 

akan adanya pengurusan perizinan, mereka menjarah kayu-kayu di hutan dengan 

bebasnya karena menganggap kayu hutan adalah untuk rakyat dan milik rakyat. Sehingga 

akibatnya adalah hutan-hutan produksi di wilayah Kabupaten Mojokerto habis atau 

tandus dan kayu–kayu yang menjadi tumbuhan mayoritas di wilayah hutan tersebut sudah 

sangat berkurang jumlahnya. Dengan adanya hal tersebut, sering kali terjadi longsor, 

kebakaran hutan dan lain sebagainya yang sangat mengancam masyarakat di wilayah 

tersebut. Rusaknya Hutan dan lahan akibat kebakaran  pada musim kemarau, akan 

menimbulkan bencana erosi, banjir dan longsor pada musim hujan karena daya dukung 

hutan sudah tidak mampu lagi untuk meresapkan jutaan air hujan sehingga limpasan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

91 
 

aliran permukaan lebih besar dan sedikit air yang meresap kedalam tanah , bencana banjir 

selalu mengancam, pada musim kemarau sumber mata air akan berkurang dan terjadilah 

kekeringan, petani gagal panen, mahalnya kebutuhan pokok, kesulitan air bersih, 

menimbulkan penyakit, dll. Oleh karena itu pemerintah membuat peraturan Nomor 03 

Tahun 2002 tentang Ijin Tebang Kayu Rakyat, Tata Usaha Kayu Rakyat Dan Kayu Hutan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. Lalu di gantikan oleh peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2009 

ijin tebang kayu rakyat dan tata usaha kayu rakyat di Kabupaten Mojokerto. Perda ini 

dirasa sudah efektif dengan semakin sedikitnya tindakan kriminalitas atau tindakan 

pencurian kayu-kayu hutan di wilayah Kabupaten Mojokerto. Setelah adanya perda 

tersebut,   

B. Saran  

Dalam pelestarian wilayah hutan ada beberapa cara yang dapat dilakukan seperti: 

Moratorium artinya penghentian sementara untuk eksploitasi penebangan log (kayu bulat) agar 

keadaan hutan dapat pulih kembali. Usaha moratorium ini dianggap penting agar pembaruan 

sector kehutanan untuk menuju pengelolaan hutan yang lestari terwujud. Moratorium ini akan 

membawa keuntungan beraneka kepada pemulihan pengelolaan sumber daya hutan dan 

menyikapi industri kayu yang lestari.
1
  

1. Melakukan reboisasi 

2. Menerapkan sistem tebang pilih 

3. Menerapkan sistem tebang-tanam 

                                                           
1
 San, Afri, Nawang. Politik Kehutanan dan Masyarakat. Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta, 60 
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4. Memberikan sangsi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan 

5. Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan 

 

 


